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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut
paut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan
yang diselenggarakan secara terpadu.

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai Hutan Tetap.

4. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang
tidak dibebdni hak atas tanah.

5. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada
tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

6. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah.

7. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah
Masyarakat Hukum Adat.

8. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri
khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya.

9. Hutan...

Menetapkan
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9. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

10. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

11. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang
dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.

12. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan
Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan
untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan
dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.

13. Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan
keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari
Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi
Tetap.

L4. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri
khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai
pengawetan keanekeragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem
penyangga kehidupan.

15. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan
ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.

16. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan,
penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan
dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan
pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan
penyelenggaraan Kehutanan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran ralryat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

17. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan
data yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan,
dan penyajian serta tata caranya.
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18. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan
Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan
Hutan, pemetaan Kawasan Hutan, dan Penetapan
Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan
kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas
Kawasan Hutan.

19. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal
peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan
Hutan.

20. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang
meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas,
pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak
pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan
pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas.

21. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan
tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas
suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap.

22. Trayek Batas adalah uraian arah Penataan Batas Kawasan
Hutan yang memuat jarak dan azimut dari titik ke titik
ukur dan di lapangan ditandai dengan rintis batas dan
patok batas atau tanda-tanda lainnya.

23. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan
dalam rangka menetapkan fungsi dan Penggunaan
Kawasan Hutan.

24. Unit Pengelolaan Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan
Hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya,
yang dapat dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.

25. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang
dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit
atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal
dari curah hujan, menyimpan, dan mengalirkannya ke
danau atau laut secara alami.

26. Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan
sebagai tempat wisata berburu.

27. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah
perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan
Hutan.

28. Perubahan ...
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38. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan
Kawasan Hutan adalah kegiatan Tata Hutan yang antara
lain meliputi pembagian Kawasan Hutan menjadi unit-
unit manajemen Hutan terkecil (blok dan petak)
berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman,
tipe, fungsi, dan rencana Pemanfaatan Hutan.

39. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan kawasan, memanfaatkan j asa lingkungan,
memanfaatkan hasil Hutan kayu dan bukan ka1ru,
memungut hasit Hutan kayu dan bukan kayu, serta
mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal
dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap
menjaga kelestariannya.

40. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat
lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara
optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

4t. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan dan mengusahakan potensi jasa
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan
mengurangi fungsi utamanya.

42. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk
memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa
kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak
mengurangi fungsi pokoknya.

43. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan
untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan
berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan
tidak mengurangi fungsi pokoknya.

44. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu
adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik
berupa kayu dan/atau bukan kayu.

45. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif
Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk
menjadi acuan pemberian Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pemanfaatan Hutan
Produksi.

46. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/ atau kegiatannya.
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47. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Petizinan
Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk
memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan
Pemanfaatan Hutan.

48. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan adalah
Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau
kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.

49. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disingkat
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

50. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya Hutan atau
sistem teknik bercocok tanaman Hutan mulai dari memilih
benih atau bibit, penyemaian, penanaman, pemeliharaan
tanaman, perlindungan hama, dan penyakit serta
pemanenan.

51. Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa
kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan
Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan
Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada
Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

52. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung
maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan
sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi
penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan
perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme
anggaran pendapatan dan belanja negara.

53. Penatausahaan ,
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53. Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut
PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas
perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan,
pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/
peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.

54. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang
selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang
dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan.

55. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat
PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti
nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang
dipungut dari Hutan Negara.

56. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah
dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh
alami dari Hutan Negara.

57. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi adalah bagian daerah
yang berasal dari penerimaan sumber daya alam
Kehutanan.

58. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam
negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban
membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

59. Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang cakap
bertindak menurut hukum.

60. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen
yang merupakan bukti legalitas hasil Hutan pada setiap
segmen kegiatan dalam PUHH.

61. Pengolahan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah hasil
Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.

62. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

63. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Perkoperasian.
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64. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan
lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara
atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh
Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat
sebagai pelaku utama untuk meningkatkan
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan
dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat,
dan kemitraan Kehutanan.

65. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya
disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal Kawasan
Hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.

66. Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan Hutan yang
pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan
Masyarakat.

67. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR
adalah Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang
dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan
potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan
silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber
daya Hutan.

68. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani
izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk
kesejahteraan desa.

69. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA
adalah Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam
bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk
pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati,
dan masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di
wilayah Hutan sekitarnya yang keberadaannya
dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

70. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air,
dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di
atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki,
dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun
dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan
hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari
leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah
ulayat atau Hutan Adat.
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7I. Wilayah Indikatif Hutan Adat adalah wilayah Hutan Adat
yang berada pada Kawasan Hutan Negara yang belum
memperoleh produk hukum dalam bentuk Peraturan
Daerah namun wilayahnya telah ditetapkan oleh
bupati/walikota.

72. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan Masyarakat setempat antara lain untuk
melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber
daya alam secara lestari.

73. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan
membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar
Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh
perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam,
hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga
hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas Hutan,
Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi, serta perangkat
yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.

74. Pengawasan Kehutanan yang selanjutnya disebut
Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan/atau pengawas
Kehutanan untuk mengetahui, memastikan, dan
menetapkan tingkat ketaatan pemegang Perizinan
Berusaha atau persetujuan pemerintah yang ditetapkan
dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah
dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Kehutanan.

75. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/
perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata
usaha negara yang dikenakan kepada pemegangPerizinan
Berusaha atau persetujuan pemerintah atas dasar
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang Kehutanan danf atau ketentuan dalam Perizinan
Berusaha atau persetujuan pemerintah yang terkait
dengan Kehutanan.

76. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam
lingkungan instansi Kehutanan pusat dan daerah yang
sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan
dan/atau melaksanakan usaha Perlindungan Hutan yang
oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang
kepolisian khusus di bidang Kehutanan.

77. Masyarakat ...
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c. inventarisasi Hutan tingkat DAS; dan

d. inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan.

(3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan terhadap Hutan Negara, Hutan
Adat, dan Hutan Hak.

(4) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang dilakukan pada tingkat:

a. nasional mencakup areal Hutan di seluruh Indonesia;

b. wilayah provinsi mencakup areal Hutan di provinsi;

c. DAS mencakup areal Hutan pada DAS; dan

d. Unit Pengelolaan Hutan mencakup areal Hutan pada
Unit Pengelolaan Hutan.

Paragraf 2

Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional

Pasal 5

Inventarisasi Hutan tingkat nasional mengacu pada kriteria
dan standar yang tertuang dalam pedoman inventarisasi Hutan
yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Menteri menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat
nasional.

(21 Penyelenggaraan inventarisasi Hutan tingkat nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh
wilayah Indonesia untuk memperoleh data dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Inventarisasi Hutan tingkat nasional dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan menjadi
acuan pelaksanaan inventarisasi pada tingkat yang lebih
rendah.

(4) Menteri ...
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Paragraf 3

Penataan Batas Kawasan Hutan

Pasal 19

(1) Berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan
Penataan Batas Kawasan Hutan.

(21 Tahapan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:

a. pen1rusunan rencana Trayek Batas yang memuat
koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan
pemancangan patok batas sementara dan/atau
koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil
pembahasan panitia tata batas;

b. pemancangan patok batas sementara;

c. pengumuman hasil pemancangan patok batas
sementara;

d. inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga
yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan
Hutan;

e. pen1rusunan berita acara pemancangan batas
sementara yang disertai dengan peta pemancangan
patok batas sementara;

f. pemasangan pal batas;

g. pemetaan hasil penataan batas;

h. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata
batas dan peta tata batas; dan

i. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada
gubernur.

(3) Penyelesaian hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat(2\huruf d yang berada di dalam Kawasan Hutan
diselesaikan melalui Penataan Kawasan Hutan dalam
rangka Pengukuhan Kawasan Hutan.

(4) Tahapan pelaksanaan kegiatan Penataan Batas Kawasan
Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (21dikecualikan
bagi Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis
untuk:

a. program...
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b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah
bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan
Hutan.

Pasal 25

Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan
dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum
bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a,
dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam
Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan
Hutan.

Pasal 26

(1) Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan
dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk
sebagai Kawasan Hutan Negara di dalam Kawasan Hutan
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4)

huruf b, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi.

(21 Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan
dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk
sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan
melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program
Perhutanan Sosial; atau

d. Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal2T

(1) Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dikuasai oleh
instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah:

a. di dalam Kawasan Hutan Produksi, diselesaikan
dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;

SK No 085395 A

b. di dalam











PFIES IDEN
REPUBLIK ]NDONESIA

-30-

Paragraf 2

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 31

(1) Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1), ditetapkan fungsinya menjadi:

a. Hutan Konservasi terdiri atas:
1. Kawasan Hutan Suaka Alam terdiri atas:

a) cagar alam; dan
b) suaka margasatwa;

2. Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas:
a) taman nasional;
b) taman Hutan raya; dan
c) taman wisata alam;

3. Taman Buru;
b. Hutan Lindung; dan
c. Hutan Produksi terdiri atas:

1. Hutan Produksi Tetap; dan
2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(2) Kriteria penetapan fungsi Kawasan Hutan Suaka Alam
dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2
diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

(3) Kawasan Hutan ditetapkan fungsinya menjadi:

a. Taman Buru, apabila memenuhi kriteria:

1. mempunyai luas yang cukup dan lapangannya
tidak membahayakan; dan/ atau

2. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan
sehingga memungkinkan perburuan secara
teratur dengan mengutamakan segi rekreasi,
olahraga, dan kelestarian satwa.

b. Hutan Lindung, apabila memenuhi kriteria:

1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis
tanah, dan intensitas hujan setelah masing-
masing dikalikan dengan angka penimbang
mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175
(seratus tujuh puluh lima);

2. Kawasan ...
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Paragraf 2

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Provinsi

Pasal 34

(1) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi terbentuk dari
himpunan Unit Pengelolaan Hutan dalam provinsi.

(2) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kriteria dan
standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan

Pasal 35

(1) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan dilakukan pada
seluruh Kawasan Hutan meliputi:

a. Hutan Konservasi;

b. Hutan Lindung; dan

c. Hutan Produksi.

(2) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. KPH Konservasi pada Hutan Konservasi;

b. KPH Lindung pada Hutan Lindung; dan

c. KPH Produksi pada Hutan Produksi.

(3) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 ditetapkan dalam 1 (satu) atau lebih fungsi pokok
Hutan dan 1 (satu) wilayah administrasi atau lintas
wilayah administrasi pemerintahan.

(4) Dalam hal 1 (satu) Unit Pengelolaan Hutan terdiri lebih
dari 1 (satu) fungsi pokok Hutan, penetapan Unit
Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan fungsi Kawasan Hutan yang luasnya
dominan.

(5) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang
ditetapkan oleh Menteri.

Bagian ...
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Bagian Keenam

Prosedur Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi,
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Produksi

Pasal 36

(1) Unit Kementerian di daerah yang bertanggung jawab di
bidang konservasi mengusulkan rancang bangun Unit
Pengelolaan Hutan konservasi berdasarkan kriteria dan
standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(21 Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri menetapkan arahan pencadangan Unit
Pengelolaan Hutan konservasi.

(3) Menteri menetapkan Unit Pengelolaan Hutan konservasi
berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan
konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

(1) Gubernur men5rusun rancang bangun Unit Pengelolaan
Hutan lindung dan Unit Pengelolaan Hutan produksi.

(21 Rancang bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria dan
standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Rancang bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur kepada
Menteri.

(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Menteri menetapkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan
Hutan lindung dan Unit Pengelolaan Hutan produksi.

(5) Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur
membentuk Unit Pengelolaan Hutan lindung dan Unit
Pengelolaan Hutan produksi.

(6) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri untuk
ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.

SK No 087479 A

Pasal 38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

Pasal 38

Dalam hal terdapat Hutan Konservasi, Hutan Lindung,
dan/atau Hutan Produksi yang tidak layak untuk dikelola
menjadi 1 (satu) Unit Pengelolaan Hutan berdasarkan kriteria
dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

dan Pasal 37 ayat (2), pengelolaannya disatukan dengan Unit
Pengelolaan Hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi
pokoknya.

Pasal 39

(1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk organisasi
KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem
pengurusan Hutan nasional dan Pemerintah Daerah
provinsi.

(2) KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. KPH konservasi;

b. KPH lindung; dan

c. KPH produksi.

(3) Wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(2) dapat terdiri 1 (satu) atau lebih Unit Pengelolaan Hutan
dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi
pengelolaan Hutan.

(4) Dalam hal wilayah KPH akan dilakukan perubahan Unit
Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektifitas
dan elisiensi pengelolaan Hutan, gubernur dapat
mengajukan perubahan penetapan wilayah KPH.

(5) Hutan di luar Kawasan Hutan dapat menjadi bagian
wilayah KPH yang terdekat dengan mempertimbangkan
kesamaan ekosistem, batas administrasi, dan jangkauan
pelayanan pengelolaan Hutan.

(6) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan
KPH pada Hutan Konservasi ditetapkan oleh Menteri.

(71 Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan
KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan
oleh gubernur.

(8) Pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud
pada ayat (71 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 40 ...
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Pasal 40

Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
pengelolaan Hutan, meliputi:

a. perencanaan pengelolaan;

b. pengorganisasian;

c. pelaksanaan pengelolaan; dan

d. pengendalian dan Pengawasan.

Bagian Ketujuh

Kecukupan Luas Kawasan Hutan

Pasal 4 1

(1) Menteri menetapkan dan mempertahankan kecukupan
luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan berdasarkan
kondisi fisik dan geografis pada luas DAS, pulau, dan/atau
provinsi dengan sebaran yang proporsional.

(2) Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang harus
dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan sebaran yang proporsional dengan
mempertimbangkan:

a. biogeohsik;

b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;

c. karakteristik DAS; dan

d. keanekaragaman flora dan fauna.

(3) Dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat
sosial dan budaya, dan manfaat ekonomi dan produksi,
Menteri menetapkan dan mempertahankan fungsi
Kawasan Hutan.

(4) Dalam rangka mempertahankan kecukupan luas Kawasan
Hutan dan penutupan Hutan serta fungsi Kawasan
Hutan, Menteri dapat melakukan upaya pemulihan
lingkungan.
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(5) Pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan luas
Kawasan Hutan dan penutupan Hutan dapat dilakukan
dengan rehabilitasi Hutan termasuk penerapan teknik
konservasi tanah dan air di dalam dan di luar Kawasan
Hutan.

(6) Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penutupan di dalam Kawasan Hutan dan di luar
Kawasan Hutan.

(7) Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupatenlkota
terdapat Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang
fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan,
Pemerintah Daerah harus mempertahankan kecukupan
luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan sesuai
dengan fungsinya.

(8) Pemerintah Daerah sesuai ketetapan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengatur penutupan Hutan di
luar Kawasan Hutan untuk optimalisasi manfaat
lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.

(9) Rehabilitasi Hutan termasuk penerapan teknik konservasi
tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1O) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak lain dapat
memberikan insentif kepada pihak yang dapat
memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan
Hutan di dalam Kawasan Hutan dan di luar Kawasan
Hutan.

(11) Kecukupan Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang
ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi bahan arahan untuk diintegrasikan ke dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
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Bagian Kedelapan

Penyusunan Rencana Kehutanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Pen5rusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. jenis rencana Kehutanan;

b. tata cara penyusunan rencana Kehutanan, proses
perencanaan, koordinasi, dan penilaian;

c. sistem Perencanaan Kehutanan; dan

d. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana
Kehutanan.

Paragraf 2

Jenis Rencana Kehutanan

Pasal 43

Jenis rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf a disusun menurut:

a. skala geografis;

b. fungsi pokok Kawasan Hutan; dan

c. jangka waktu perencanaan.

Pasal 44

(1) Skala geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf a meliputi tingkat nasional dan tingkat provinsi.

(21 Pen5rusunan rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun:
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tingkat nasional disusun dengan mengacu pada hasil
inventarisasi Hutan tingkat nasional dan dengan
memperhatikan aspek lingkungan strategis; dan

tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil
inventarisasi Hutan tingkat provinsi dan
memperhatikan rencana Kehutanan tingkat nasional.

Pasal 45

(1) Fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal43 huruf b, meliputi Hutan Konservasi, Hutan
Produksi, dan Hutan Lindung.

(21 Penyusunan rencana pengelolaan Hutan berdasarkan
fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan rencana unit KPH konservasi,

b. penJrusunan rencana unit KPH lindung; dan

c. pen5rusunan rencana unit KPH produksi.

Pasal 46

Jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal43 huruf c, meliputi rencana jangka panjang dan rencana
jangka pendek.

Pasal47

(1) Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 sampai dengan Pasal 46 merupakan 1 (satu) kesatuan
yang tidak terpisahkan.

(21 Penyusunan rencana Kehutanan pada setiap tingkatan
meliputi seluruh fungsi pokok Kawasan Hutan dan jangka
waktu perencanaan.

(3) Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah
maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi rencana
yang lebih rendah.

a

b
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Pasal 56

(1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial
dilakukan berdasarkan permohonan.

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh:

a. menteri atau pimpinan lembaga;

b. gubernur atau bupati/wali kota;

c. pimpinan badan hukum; atau

d. Perseorangan, kelompok orang, dan/atau
Masyarakat.

Pasal 57

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 58

(1) Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan pada Hutan
Produksi yang dapat Dikonversi.

(2) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang
dapat Dikonversi hanya dapat dilakukan pada Hutan
Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan pada provinsi yang tidak tersedia lagi
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang
tidak produktif.

(41 Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 untuk kegiatan:

a. proyek strategis nasional;

b. pemulihan ekonomi nasional;

c. pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (food
estate) dan energi;

d. pengadaan tanah untuk bencana alam;

e. pengadaan tanah obyek reforma agraria; dan
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f. kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki
izin di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja,

dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang
dapat Dikonversi danlatau Kawasan Hutan Produksi
Tetap.

(5) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang
dapat Dikonversi dan Kawasan Hutan Produksi Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)

dilakukan setelah Penelitian Terpadu.

Pasal 59
(1) Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

ayat (5) dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk Menteri.

(21 Berdasarkan pertimbangan hasil Penelitian Terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim terpadu dapat
merekomendasikan untuk:

a. melakukan Pelepasan Kawasan Hutan sebagian
atau seluruhnya;

b. menolak permohonan Pelepasan Kawasan Hutan;
dan/atau

c. melakukan perubahan fungsi menjadi Kawasan
Hutan Tetap.

(3) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan
dilengkapi kajian lingkungan hidup strategis yang
disusun oleh pemrakarsa kegiatan, kecuali untuk
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4)

huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 60
(1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan

usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dan
memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja, diterbitkan pada Kawasan
Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengelolaan...
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Pasal 64
(1) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a
wajib:

a. menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang
dilakukan pelepasan; dan

b. mengamankan Kawasan Hutan yang dilakukan
pelepasan.

(2) Hasil penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan
peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata
batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pelepasan
Kawasan Hutan dan tidak dapat diperpanjang.

(4) Dalam hal pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan
Hutan merupakan instansi pemerintah, jangka waktu
penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan
Hutan tidak dapat menyelesaikan tata batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Persetujuan
Pelepasan Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65
Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang belum
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ayat (1) huruf a dilarang memindahtangankan Kawasan Hutan
yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain.

Pasal 66
Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilarang:

a. memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan
pelepasan kepada pihak lain; atau

b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan
permohonan.

Pasal 67 ...
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(41 Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terhadap Kawasan Hutan yang
telah dilepaskan:

a. belum diterbitkan hak atas tanah;

b. tidak terdapat kegiatan usaha dan arealnya masih
mempunyai tutupan Hutan; dan

c. Perizinan Berusaha di bidang perkebunan telah
dicabut oleh pejabat yang berwenang,

ditetapkan kembali oleh Menteri menjadi Kawasan Hutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 70
Berdasarkan keputusan Menteri tentang penetapan batas areal
Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68, status lahan diproses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Paragraf 3

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 71

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dapat
dilakukan pada:

a. Hutan Konservasi;

b. Hutan Lindung; atau

c. Hutan Produksi.

Pasal 72
(1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

provinsi dilakukan berdasarkan usulan
kepada Menteri.

untuk wilayah
dari gubernur
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Bagian Ketiga

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan untuk
memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi Kawasan
Hutan.

(21 Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kawasan Hutan
dengan fungsi pokok:

a. Hutan Konservasi;

b. Hutan Lindung; dan

c. Hutan Produksi.

(3) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. secara parsial; atau

b. untuk wilayah provinsi.

Paragraf 2

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Pasal 76

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a
dilakukan melalui perubahan fungsi:

a. antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau

b. dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.
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Pasal 77

Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi
perubahan fungsi dari:

a. Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan
Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi;

b. Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan
Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi; dan

c. Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan
Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 78

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan konservasi menjadi
Kawasan Hutan Lindung danf atau Kawasan Hutan Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan
dengan ketentuan:

a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai Kawasan Hutan
Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Lindung atau
Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan lindung menjadi Kawasan
Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan
dengan ketentuan:

a. tidak memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Lindung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dalam hal untuk diubah menjadi Kawasan
Hutan Produksi; dan

b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Konservasi atau
Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 80 ...
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Pasal 85

(1) Menteri setelah menerima usulan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (2) dan ayat (3) membentuk tim terpadu.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.

(3) Menteri berdasarkan hasil penelitian tim terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan
keputusan tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan atau
surat penolakan.

(4) Setiap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial
yang memperoleh keputusan Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai
fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 86

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b
dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:

a. Hutan Konservasi;

b. Hutan Lindung; dan

c. Hutan Produksi.

Pasal 87

(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan
Pasal 85 berlaku mutatis mutandis terhadap Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi.
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(2) Setiap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah
provinsi yang memperoleh keputusan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan dari Menteri dapat dilakukan pengelolaan
dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 89

Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatur
penggunaan sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan Kehutanan.

Pasal 90

(1) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 hanya dapat dilakukan di dalam:

a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau

b. Kawasan Hutan Lindung.

(21 Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok
Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan
luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian
lingkungan.

SK No 099579 A

Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

Bagian Kedua

Tata Cara Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 91

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat
dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan
strategis yang tidak dapat dielakkan.

(21 Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. religi;

b. pertambangan;

c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik,
serta teknologi energi baru dan terbarukan;

d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun
pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun
bumi pengamatan keantariksaan;

e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai
sarana transportasi umum untuk keperluan
pengangkutan hasil produksi;

g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air
minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan
bangunan pengairan lainnya;

h. fasilitas umum;

i. industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
j. pertahanan dan keamanan;

k. prasarana penunjang keselamatan umum;

1. penampungan korban bencana alam dan lahan
usahanya yang bersifat sementara atau pertanian
tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan
ketahanan energi; atau

m. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas
pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan
lingkungan hidup.

Pasal 92 ...
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Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai
persetujuan pemanfaatan ka1ru, serta persetujuan
pemasukan dan penggunaan peralatan.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk
kepentingan umum khususnya proyek prioritas
Pemerintah Pusat, dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi
pemerintah, melalui mekanisme Pelepasan Kawasan
Hutan; atau

b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain
instansi pemerintah, dengan ketentuan:

1. bersifat permanen, dengan mekanisme
Pelepasan Kawasan Hutan; atau

2. bersifat tidak permanen atau untuk menghindari
fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi
bagian pengelolaan Hutan, dengan mekanisme
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 dapat
dilakukan:

a. pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas
Kawasan Hutannya; dan/atau

b. pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan
Hutannya.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi
yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutan nya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib
membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi
yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib:

a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan

b. membayar PNBP komPensasi.

Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib
melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.

Sl( Ne 009-5-s,q A
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Pasa] 98

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.

(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) permohonan tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menerbitkan surat penolakan.

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan Persetujuan Penggunaaan Kawasan Hutan.

Pasal 99

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
wajib:

a. melaksanakan tata batas areal Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan;

b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;

c. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi
DAS;

d. membayar PNBP kompensasi, bagi pemegang
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada
provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan
Hutannya;

e. menyelenggarakan Perlindungan Hutan;

f. melaksanakan reklamasi danlatau reboisasi pada
Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak
digunakan;

g. mengganti biaya investasi kepada pengelola/
pemegang pengelolaanf Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan; dan

h. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh
Menteri.
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(2) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib
melaksanakan tata batas areal Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
setelah diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan dan tidak dapat diperpanjang.

(3) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
usaha milik desa, jangka waktu pelaksanaan tata batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat diperpanjang
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan telah menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal
Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21dan ayat (3), Menteri menetapkan batas areal
kerja Penggunaan Kawasan Hutan.

(5) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan tidak menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal
Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3),
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menjadi batal
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1OO

Pengelolaan dan pemanfaatan PNBP kompensasi dan PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 101

Penggunaan denda administratif yang berasal dari Sanksi
Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang PNBP.
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Pasal 102

Berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan,
pemegang persetujuan dapat melakukan penebangan pohon
dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PSDH
dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 103

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
Hutan dilarang:

a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan
perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;

b. menjaminkan atau mengagunkan areal Penggunaan
Kawasan Hutan kepada pihak lain;

c. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan;
dan/atau

d. melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan
Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan
batas areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan, kecuali
membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan
direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan
prasarana.

(2) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
diberikan untuk kegiatan pembangunan nasional yang
bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga
listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan,
pertahanan dan kemanan, pemulihan ekonomi nasional
dan ketahanan pangan (food estatel, dan energi yang
bersifat non komersial serta waduk dan bendungan,
pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
dapat melakukan kegiatan di areal Penggunaan Kawasan
Hutan sebelum pelaksanaan tata batas diselesaikan.

Pasal 104

(1) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
diberikan sama dengan jangka waktu Perizinan Berusaha
sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka...
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(21 Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
untuk kegiatan yang tidak memerlukan Perizinan
Berusaha sesuai bidangnya, diberikan dengan jangka
waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

(3) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
untuk kepentingan pertahanan negara, sarana
keselamatan lalu lintas laut atau udara, jalan umum, jalur
kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran
air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi,
bangunan pengairan lainnya, sarana meteorologi,
klimatologi, geofisika, serta religi berlaku selama
digunakan untuk kepentingan dimaksud.

(4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dievaluasi
oleh Menteri 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan
bahwa pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan tidak lagi menggunakan Kawasan Hutan sesuai
dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, maka
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dicabut.

Pasal 105

(1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(21 Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk atau
melimpahkan kepada gubernur.

Pasal 1O6

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) hapus apabila:

a. jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan telah berakhir;

b. dicabut oleh Menteri;

c. dicabut oleh Menteri atas keputusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap; atau

SK No 087449 A

d. diserahkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-65-

d. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada
Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan
pernyataan tertulis.

(21 Pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
jika pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Berdasarkan penyerahan kembali secara sukarela
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri
menerbitkan keputusan pencabutan Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 107

(1) Hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 tidak
membebaskan kewajiban pemegang Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan untuk menyelesaikan
kewajiban:

a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;

b. membayar PNBP kompensasi bagi pemegang
persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang
dikenakan kewajiban pembayaran PNBP
kompensasi;

c. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi
DAS atau reboisasi pada lahan kompensasi;

d. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada
Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak
digunakan;

e. membayar PSDH dan/atau DR; dan

f. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan
dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
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Paragraf 2

Kawasan Hutan dengan T\.rjuan Khusus

Pasal 1O9

(1) Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a ditetapkan
untuk kepentingan:

a. penelitian dan pengembangan Kehutanan;

b. pendidikan dan pelatihan Kehutanan; atau

c. religi dan budaya setempat.

(21 Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pada:

a. semua fungsi Kawasan Hutan kecuali pada cagar
alam dan zona inti taman nasional;

b. Kawasan Hutan yang telah dibebani pengelolaan oleh
badan usaha milik negara bidang Kehutanan; atau

c. Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan, setelah dikeluarkan
dari areal kerjanya.

(3) Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan;

b. tidak mengubah bentang lahan pada Hutan
Konservasi atau Hutan Lindung;

c. penutupan Hutan bukan berupa Hutan primer; dan

d. ditetapkan menjadi zonalblok khusus dalam
penataan areal KPH.

(4) Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan luas dengan mempertimbangkan:

a. luas areal KPH, paling banyak 5% (lima persen) dari
luas setiap KPH;
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c

kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan
Hutannya, paling luas 5O0 (lima ratus) hektar per unit
Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk
kegiatan penelitian dan pengembangan Kehutanan
serta pendidikan dan pelatihan Kehutanan; dan

untuk 1 (satu) unit Kawasan Hutan dengan tujuan
khusus untuk kegiatan religi dan budaya, paling luas
10 (sepuluh) hektar.

Pasal 1 10

(1) Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ditetapkan oleh
Menteri berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
kepentingan:

a. Kementerian; atau

b. di luar Kementerian meliputi:

1. perguruan tinggi;

2. lembaga penelitian bidang Kehutanan;

3. lembaga pendidikan bidang Kehutanan;

4. lembaga MHA; atau

5. lembaga keagamaan.

(3) Persyaratan permohonan untuk Kawasan Hutan dengan
tujuan khusus untuk kepentingan Kementerian dilengkapi:

a. proposal pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan
khusus; dan

b. peta permohonan pada peta dasar skala 1:50.000 (satu
banding lima puluh ribu).

(4) Persyaratan permohonan untuk Kawasan Hutan dengan
tujuan khusus untuk kepentingan di luar Kementerian
dilengkapi:

a. proposal pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan
khusus;

b. penunjukkan lembaga pengelola Kawasan Hutan
dengan tujuan khusus;

b
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(2) Menteri menetapkan kriteria dan standar pengelolaan
Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus untuk
mewujudkan pengelolaan Hutan lestari.

Paragraf 4

Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan

Pasal 1 14

(1) Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c
dilakukan Menteri berdasarkan permohonan.

(21 Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
kegiatan penyediaan Kawasan Hutan guna pembangunan
ketahanan pangan (food estatel.

(3) Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
atau Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan
(food estatel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan oleh:

a. menteri atau pimpinan lembaga;

b. gubernur atau bupati/wali kota; atau

c. kepala badan otorita yang ditugaskan khusus oleh
Pemerintah Pusat.

(4) Permohonan Penetapan Kawasan Hutan untuk
ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilengkapi dengan dokumen:

a. pernyataan komitmen; dan

b. persyaratan teknis.

(5) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a untuk Penetapan Kawasan Hutan untuk
ketahanan pangan, dibuat dalam bentuk surat bermeterai
yang menyatakan:

a. kesanggupan menyelesaikan masterplan pengelolaan
Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan, yang
memuat rencana pengelolaan Kawasan Hutan untuk
ketahanan pangan dan menyusun Detail Enginering
Design dalam hal Kawasan Hutan untuk ketahanan
pangan berasal dari Kawasan Hutan Lindung;

b. kesanggupan ...
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(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi
lindung dilakukan melalui kegiatan pemulihan terlebih
dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan
ketahanan pangan (food estatel dapat dilakukan pada
Kawasan Hutan:
a. yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha

milik negara bidang Kehutanan;
b. yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan

Hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; dan
c. yang telah dicadangkan atau telah dibebani

persetujuan Perhutanan Sosial atau telah
dicadangkan untuk tanah objek reforma agraria
dengan menyesuaikan program yang berorientasi
pada ralryat dan reforma agraria.

(4) Menteri menetapkan batasan luasan Kawasan Hutan
untuk ketahanan pangan dengan mempertimbangkan
luasan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dan
kecukupan luas Kawasan Hutan dan hasil kajian
lingkungan hidup strategis.

(5) Pengelolaan penggunaan Kawasan Hutan untuk ketahanan
pangan, meliputi:
a.

b.

c.

perencanaan;
pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan;
pelaksanaan kegiatan Kawasan Hutan untuk
ketahanan pangan;
kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan untuk
ketahanan pangan;
Pemanfaatan Hutan pada areal Kawasan Hutan untuk
ketahanan pangan;
pembangunan sarana dan prasarana pendukung;
pemulihan dan rehabilitasi Hutan; dan
pelaporan pengelolaan.

d.

e.

f.
ob'
h.

Pasal I 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Kawasan Hutan
diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V ...
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BAB V

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

SERTA PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu

Tata Hutan

Pasal 1 17

(1) Tata Hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan
Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk memperoleh
manfaat yang lebih optimal dan lestari.

(21 Tata Hutan meliputi pembagian Kawasan Hutan dalam
blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan
rencana Pemanfaatan Hutan.

(3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibagi
pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi
pengelolaan.

Pasal 118

(1) Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll7
dilaksanakan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan di
semua Kawasan Hutan.

(21 Kegiatan Tata Hutan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan
terdiri dari:
a. inventarisasi Hutan;
b. perancangan Tata Hutan;
c. penataan batas dalam Unit Pengelolaan Hutan; dan
d. pemetaan.

(3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan/atau
analisis data hasil penginderaan jauh serta informasi
sumber daya Hutan dari pemangku yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(4) Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan dengan perancangan blok dan
petak serta perancangan pembukaan wilayah Hutan
dengan mempertimbangkan sumber daya Hutan, bentang
lahan, jenis pengelolaan Hutan, dan efektivitas
pengelolaan Hutan sesuai fungsi Kawasan Hutan.

(5) Penataan ...
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Pasal 120

(1) Rencana pengelolaan Hutan jangka panjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a memuat unsur:
a. tujuan yang akan dicapai KPH;
b. potensi sumber daya Hutan;
c. kondisi yang dihadapi; dan
d. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan

Hutan, yang meliputi Tata Hutan, pemanfaatan, dan
Penggunaan Kawasan Hutan, rehabilitasi Hutan dan
reklamasi, dan perlindungan dan pengamanan Hutan
dan konservasi alam.

(2) Rencana pengelolaan Hutan jangka pendek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b, memuat
unsur:
a. tujuan pengelolaan Hutan lestari dalam skala KPH

yang bersangkutan;
b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
c. target yang akan dicapai;
d. basis data dan informasi;
e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
f. status neraca sumber daya Hutan;
g. pemantarran, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;

dan
h. partisipasi para pihak.

Pasal 121

(1) Rencana pengelolaan Hutan jangka panjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 19 ayat (3) huruf a, wajib disusun
oleh Kepala KPH paling lambat 2 (dua) tahun setelah
organisasi KPH ditetapkan.

(21 Rencana pengelolaan Hutan jangka pendek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b, wajib disusun
oleh Kepala KPH paling lambat 1 (satu) tahun setelah
rencana pengelolaan Hutan jangka panjang disahkan.

(3) Dalam hal wilayah KPH dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
belum memiliki rencana pengelolaan Hutan jangka
panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan
Pemanfaatan Hutan dapat dilaksanakan berdasarkan
pada rencana Kehutanan tingkat nasional.

Pasal 122 ...

SK No 087437 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-77 -

Pasal 122

(1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya,
menetapkan organisasi KPH.

(2) Pemenuhan kebutuhan alokasi sumber daya manusia dan
sarana prasarana untuk KPH konservasi diselenggarakan
oleh Menteri.

(3) Pemenuhan kebutuhan alokasi sumber daya manusia dan
sarana prasarana untuk KPH lindung dan KPH produksi
diselenggarakan oleh gubernur.

(41 Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 dan ayat (3) wajib memiliki kompetensi di bidang
Kehutanan.

(5) Organisasi KPH lindung dan organisasi KPH produksi
merupakan unit pelaksana teknis daerah yang ditetapkan
dengan peraturan gubernur.

(6) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan
fungsi KPH lindung dan KPH produksi dibentuk unit
manajemen tingkat tapaklresort KPH lindung dan latau
KPH produksi oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 123

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan
dalam dokumen rencana pengelolaan Hutan jangka
panjang dan rencana pengelolaan Hutan jangka pendek;

b. melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan
Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang
persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan
serta pengelola Perhutanan Sosial;

c. melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang
lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:
f . inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan,

Penatagunaan Kawasan Hutan dan pen5rusunan
rencana Kehutanan;

2. rehabilitasi Hutan dan reklamasi;

3. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan; dan
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(21 Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
badan usaha milik negara bidang Kehutanan meliputi
pengelolaan Hutan pada sebagian Hutan Negara yang
berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan
Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

(3) Direksi badan usaha milik negara bidang Kehutanan yang
mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan
Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk
organisasi kesatuan pemangkuan Hutan dan menunjuk
kepala kesatuan pemangkuan Hutan.

(41 Penyelenggaraan pengelolaan Hutan oleh badan usaha
milik negara bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk kewenangan
publik.

(5) Kewenangan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:

a. Penunjukan Kawasan Hutan dan Penetapan
Kawasan Hutan;

b. Pengukuhan Kawasan Hutan;

c. Penggunaan Kawasan Hutan;

d. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

e. pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
kepada pihak ketiga atas pengelolaan Hutan yang ada
di wilayah kerjanya; dan

f. kegiatan yang berkaitan dengan penyidik pegawai
negeri sipil Kehutanan.

(6) Dalam hal kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan atau
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf c dan huruf d diperuntukkan bagi kegiatan
pembangunan di luar kegiatan Kehutanan, badan usaha
milik negara bidang Kehutanan memberikan
pertimbangan teknis kepada Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 087434 A

(7) Terhadap ...









PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-83-

b. pemanfaatan air;

c. wisata alam;

d. perlindungan keanekaragaman hayati;

e. pemulihan lingkungan; dan f atau

f. penyerapan danf atau penyimpanan karbon.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada
Hutan Lindung, dilakukan dengan ketentuan:

a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan
fungsi utamanya;

b. tidak mengubah bentang alam;

c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur
lingkungan; dan

d. tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.

Pasal 131

(1) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada
Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
ayat (1) huruf c, berupa:

a. rotan;

b. madu;

c. getah;

d. buah;

e. biji;

f. jamur;

g. daun;

h. bunga;

i. sarang burung walet; dan/atau
j. hasil Hutan bukan kayu lainnya.

(21 Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada
Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan:

a. hasil Hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah
tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;

b. tidak merusak lingkungan;
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(41 Penataan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan paling
sedikit aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil Hutan.

Pasal 135

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
diberikan oleh Menteri.

(21 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Lindung diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Lindung diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh
Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.

(41 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh:

a. Perseorangan;

b. Koperasi;

c. badan usaha milik negara;

d. badan usaha milik daerah; atau

e. badan usaha milik swasta.

(5) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Lindung diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis
dan pemenuhan komitmen berupa:

a. penyampaiandokumenlingkungan;

b. pembuatan berita acara koordinat geografis areal
yang dimohon; dan

c. pelunasan IPBPH.
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c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1

(satu) tahun sejak Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
diterbitkan;

d. melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;

e. melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal
kerjanya;

f. bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di
areal kerjanya;

g. melakukan pemulihan lingkungan;

h. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;

i. mempekerjakan tenaga profesional bidang Kehutanan dan
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;

j. membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. melakukan PUHH;

1. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada
Menteri;

m. melaksanakan kemitraan dengan Masyarakat setempat;

n. melaksanakan kerja sama dengan Koperasi dan/atau
usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau

o. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

PemegangPerizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Lindung, dilarang:

a. menebang pohon pada areal Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan;

b. melakukan pemanenan atau pemungutan hasil Hutan
melebihi daya dukung Hutan;

c. memindahtangankan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi
Perizinan Berusaha;

d. membangun ...
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d. membangun sarana dan prasarana yang mengubah
bentang alam;

e. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
f. meninggalkan areal kerja.

Paragraf 3

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

Pasal 141

(1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilaksanakan
berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan lestari dan
meningkatkan fungsi utamanya.

(21 Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:

a. usaha Pemanfaatan Kawasan;

b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kryr;
d. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan K.yr;
e. Pemungutan Hasil Hutan K"y,.r; dan/atau
f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 142

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4l ayat (2)
huruf a, dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. penangkaran satwa liar;

f. budidaya sarang burung walet;

g. rehabilitasi satwa;

h. budidaya hijauan makanan ternak;
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i. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
j. budidaya tanaman atsiri;

k. budidaya tanaman nira;
1. budidaya serat;

o. wana mina (siluofisheryl;

p. wana ternak (siluopasfiral;

m. tanam wana tani (agroforestryl;

n. wana tani ternak (agrosiluopasfitra);

o. budidaya tanaman penghasil biomassa atau
bioenergg; dan/atau

p. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan
pangan.

(21 Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan
Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan
pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

Pasal 143

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada
Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141
ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:

a. pemanfaatan jasa aliran air;

b. pemanfaatan air;

c. wisata alam;

d. perlindungan keanekaragaman hayati;

e. pemulihan lingkungan; dan latau
f. penyerapan danf atau penyimpanan karbon.

(21 Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada
Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan
pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak
keseimbangan unsur lingkungan.
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Pasal 145

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang
tumbuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
ayat (21huruf a meliputi kegiatan:

a. penebangan/pemanenan;

b. pengayaan;

c. pembibitan;

d. penanaman;

e. pemeliharaan;

f. pengamanan;

g. pengolahan; dan

h. pemasaran.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ka]ru budidaya
tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2)
huruf b, meliputi kegiatan:

a. penyiapan lahan;

b. pembibitan;

c. penanaman;

d. pemeliharaan;

e. pengamanan;

f. pemanenan;

g. pengolahan; dan

h. pemasaran.

(3) Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui inventarisasi
Hutan menyeluruh berkala pada seluruh areal kerja.

(4) Hasil inventarisasi Hutan menyeluruh berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar
pen5rusunan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan
memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.

(5) Rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (41, dievaluasi oleh pemberi Perizinan
Berusaha sesuai kebutuhan.

(6) Tanaman ...
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Pasal 152

(1) Setiap kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, wajib
memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dari
Menteri.

(2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Produksi diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh
Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.

(4) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan
Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh:

a. Perseorangan;

b. Koperasi;

c. badan usaha milik negara;

d. badan usaha milik daerah; atau

e. badan usaha milik swasta.

(5) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan
apabila memenuhi persyaratan teknis dan pemenuhan
komitmen berupa:

a. penyampaian dokumen lingkungan;

b. pembuatan berita acara koordinat geografis areal
yang dimohon; dan

c. pelunasan IPBPH.

Pasal 153

(1) PemberianPerizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada
Hutan Produksi dilakukan berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha.

(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi,
diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
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c. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1

(satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan;

d. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 2
(dua) tahun sejak Perizinan Berusaha diberikan;

e. melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;

f. melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal
kerjanya;

g. bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di
areal kerjanya;

h. melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di
areal kerjanya;

i. melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari target yang telah ditentukan;

j. merealisasikan produksi hasil Hutan paling sedikit 50%
(lima puluh persen) dari target yang direncanakan;

k. menatausahakankeuangankegiatanusahanya;

l. mempekerjakan tenaga profesional bidang Kehutanan dan
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan
dan kompetensi;

m. membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

n. melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan
Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan;

o. melaksanakan pemanenan hasil Hutan kayu dengan
menerapkan teknik pembalakan berdampak
rendah / Reduce Impact Logging;

p. melakukan PUHH;

q. melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

r. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada
Menteri; dan/atau

s. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 157
(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 156, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, badan usaha milik swasta, pemegang
Perizinan Berusaha wajib melakukan kerja sama dengan
Koperasi Masyarakat setempat, paling lambat 3 (tiga)
tahun setelah diterimany a P erizinan Berusaha.

(2) PemegangPerizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam
melaksanakan kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan wajib
melakukan kemitraan dengan Masyarakat di dalam dan di
sekitar Hutan.

(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat bekerja
sama dengan badan usaha lainnya antara lain dalam
rangka menunjang ketahanan pangan (food estate) dan
energi.

Pasal 158
Peme gan g P erizinan Berusaha Pemanfaatan H asil Hutan untuk
kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami,
dilarang:
a. menebang pohon yang dilindungi;
b. menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar

5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan
dalam rencana kerja tahunan;

c. menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar
3o/o (tiga persen) dari volume per jenis kayu yang
ditetapkan dalam rencana kerja tahunan;

d. menebang pohon sebelum rencana kerja tahunan
disahkan;

e. menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada
persetujuan atau tidak sesuai dengan persetujuan
pembuatan koridor;

f. menebang pohon di bawah batas diameter yang diizinkan;
g. menebang pohon di luar blok tebangan yang dirzinkan;
h. menebang pohon untuk pembuatan jalan bagi lintasan

angkutan kayu di luar blok rencana kerja tahunan, kecuali
dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
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meninggalkan areal kerja; dan/ atau
memindahtangankan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi
Perizinan Berusaha.

Paragraf 4

Perpanjangan, Perubahan Luas, dan Hapusnya Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan

Pasal 159

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali.

(2) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan harus diajukan paling lambat 2 (dua)
tahun sebelum berakhirny a Perizinan Berusaha.

(3) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang
tidak mengajukan permohonan perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, pemberi Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan menerbitkan keputusan
hapusny a P erizinan Berusaha.

Pasal 160
(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Pemanfaatan Hutan secara lestari, dilakukan perubahan
luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan antara lain dilaksanakan dengan mengurangi
luasan areal kerja Penzinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan.

l2l Pengurangan luasan areal kerja Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan dalam hal terjadi paling sedikit:

a. tumpang tindih Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan;

b. perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan
yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau

1

J
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(3) Pengolahan Hasil Hutan kayu dan Pengolahan Hasil Hutan
bukan kayu dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 1

(satu) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

(4) Pengolahan Hasil Hutan dapat dibangun dan terintegrasi
di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Produksi, pengelolaan oleh badan usaha milik negara
bidang Kehutanan dan persetujuan pengelolaan
Perhutanan Sosial.

(5) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan
ketentuan:

a. telah memenuhi kelayakan teknis; dan

b. terletak pada lokasi yang telah disetujui oleh pejabat
yang berwenang.

(6) Dalam rangka penguatan daya saing Pengolahan Hasil
Hutan skala usaha kecil atau skala usaha menengah,
Pemerintah dapat memberikan bantuan sarana
Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 163

(1) Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib memiliki
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

(2) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:

a. Perseorangan;

b. Koperasi;

c. badan usaha milik desa;

d. badan usaha milik swasta;

e. badan usaha milik daerah; atau

f. badan usaha milik negara.

(3) Perizinan Berusaha pengolahan kayu bulat menjadi
produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi kurang
dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) pertahun dan/atau
Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dengan skala usaha
kecil, hanya diberikan kepada:
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c. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih,
dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk
kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.OOO m3
(dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari
6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun yang
terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan
kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.

(71 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala kecil
dan perubahannya diterbitkan oleh gubernur, untuk
kegiatan usaha:

a. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih,
dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk
kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari
2.000 m3 (dua ribu meter kubik) pertahun; dan

b. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-
produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala
usaha kecil.

(8) Dalam hal Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
danf ata:u perubahannya berstatus penanaman modal
asing, diterbitkan oleh Menteri.

(9) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atau
dilakukan pemindahan hak atas saham dan dilaporkan
kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil
Hutan untuk dilakukan penyesuaian.

(10) Setiap perubahan data pokok dalam Pefizinan Berusaha
Pengolahan Hasil Hutan termasuk perluasan usaha
Pengolahan Hasil Hutan, dilakukan penyesuaian melalui
mekanisme addendum Perizinan Berusaha Pengolahan
Hasil Hutan.

Pasal 164
(1) Pengolahan Hasil Hutan kayu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 162 ayat (21 huruf a, meliputi seluruh
kegiatan pengolahan:

a. kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dan ragam
produk turunannya, kecuali mebel dan kerajinan;
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b. kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih
menjadi produk serpih kayu (tuood chips)dan ragam
produk turunannya, kecuali pulp dan kertas;

c. kayu bulat menjadi produk panel kayu dan ragam
produk turunannya; dan/atau

d. kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau
biomassa kayu menjadi ragam produk bioenergg.

(2) Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 162 ayat (21 huruf b meliputi
kegiatan usaha:

a. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk
olahan setengah jadi; dan/atau

b. Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk
jadi.

(3) Menteri berwenang mengatur, membina, dan
mengembangkan seluruh kegiatan usaha Pengolahan
Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).

Pasal 165
(1) Pengaturan produk Pengolahan Hasil Hutan berupa

mebel, kerajinan, pulp dan kertas merupakan tanggung
jawab dan wewenang menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Dalam pelaksanaan pengaturan produk Pengolahan Hasil
Hutan berupa mebel, kerajinan, pulp dan kertas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian harus memperhatikan daya dukung hasil
Hutan atas usulan dan masukan dari Menteri.

Pasal 166
(1) Sumber bahan baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil

Hutan kayu dapat berasal dari:

a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi;

b. Pengelolaan Perhutanan Sosial;

c. pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang
Kehutanan;
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c. men5rusun dan menyampaikan rencana kegiatan
operasional setiap tahun melalui sistem rencana
pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil Hutan;

d. menyampaikan laporan realisasi kinerja secara
periodik setiap bulan melalui sistem rencana
pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil Hutan;

e. melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

f. memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;

g. mengajukan addendum Perizinan Berusaha apabila
merencanakan penambahan jenis pengolahan
dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi
30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang
diizinkan;

h. memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis
pengukuran dan pengujian hasil Hutan bersertifikat;

i. melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. membayar PNBP atas jasa fasilitas pelayanan
dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen
penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha
atau pemindahan hak atas saham kepada pemberi
Perizinan Berusaha;

l. melakukan penyesuaian perubahan data pokok
dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
apabila melakukan penambahan jenis Pengolahan
Hasil Hutan, penambahan ragam produk olahan,
atau melakukan perubahan data pokok Perizinan
Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;

m. melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan
prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; dan

n. mematuhi dan menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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